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bahwa dalam upaya mewujudkan Kotarmadya Daerah Tingkat IX
Surabaya sebagai kota yang tertib, teratur, terarxah

dan indah, 3iperlukan adanya pemberian pengawasan dan pe
ngendalian secara terus menerus terhadap pelaksanaan pem
bancunan pisik kota sesuai dengan nerencanaan kota yang -
telah ditetapkan ;

. bahwa untuk menunjang maksud tersebut pada huruf a konsi

deran inl serta delam rangka meningkatkan Pendapatan fsli
Daerah Kotamadva Daerah Timgkat IT Surabaya, kepada masya
rakat perlu diberikar pelayanar dibidang tata kota dengan
menuangkan ketentuan ketentuan pelayanan dimaksud berikut

retribusinya dalam suatu Peraturan Daerah,
Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Peme
rintahan i Daerak ;

tindang undanc Nemor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok pokok hgrarie

. Undang undang Nomoxr 1€ tehun 1850 tentang Pembentukan Dae

rah Kot~ Besar dalam lincknrknn Propinsi Jawa Timur/Jawa-~
mengah/Jaws Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta  juncto
Undang dndeng Momor 2 tahun 1265

. Undene undang Neomor 12 Dri. tahun 1957 tentane Feraturan

Umum Retribusi Dzerah juncto Undang undang Neomor 1 tahun
19€1 ;

Stadsvorming Ordonantie tahun 1948 Staatshklad Nemor 168
tahun 1948 :



10,
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12,

13.

Stadsvorming Verordening tahun 194% Staatsblad Nomor 40 ta

hun i%4®

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 2 tahun 1987 tentang

Fedoman Penyusunan Rencana Kota -

Keputuszan Bersama Menteri Dalam MNegeri dan Menteri Pekeria
650 ~ 1595
503 /¥PTs /1985
tang Tugas tugas dan Tangcungjawab Persancanzan Kota :

an Umun Nomor tanggal 12 Mopember 1985 ten

reraturan Daerah Kota Besar Surakaya NMomor 44 tahun 1955,

tentang Pungutan Uang Fenggantian

Peraturan Naerah Kotz Besar Surabaya Nomor 55 tatun 1955,
juntto Peraturar Daerah Keotamadya Daerah Tingkat 1I Surabs
va Nomor 16 tahun 1382 tertang Peraturan Fendirian Banguh-

bangunan dalan Daerah Kota Besar Surabaya :

Peraturan Daerah Kotamadyz Dzerah Tingkat II Surabaya  No

mor 23 tahun 1978 tentang Master I'lon Surabaya 2000 s

Peraturan Daerah Xotamadya Daerah Tingkat II Surabaya  No
mer 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pecawai Negeri sipil 4i

lingkungzn Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Feraturan Darerah Kotmmadva Daerah Tingkat II Surabaya No
mor 21 tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi-
dan Tata Kerja Dinas Tata KFota Daerah Kotamadya Daerah -

Tingkat IT Surabaya.

Dencan Fersetujuan Dewnn Perwnkilan Rakvat Dzerah Fotamady~ Daerah Tinckat 11

Surabaya,

Meneterkan

MEMUTUOS KAWM

» PERRTURZI DRERSE YOTOIMADY? DRERME TINGKAT ITI SURNLBAYLE TENTANG

PELMYRELN BILI NG TR KOTHR,

BB b
¥RTENTUAN UMUM
Pasnl 1

Dalam Peraturan Daerah ini. yano diraksud dengan istilah s

&,

k.

Pemerintah Daerah. ialah Fenerintah Kotamadyz Daerah Ting=-

kat II Surahaya

Kepalz Paerzh, ialah walikotamadya Kepala Dnerah Tingkat -

II Sur=haya :



(1)

c. Dinas Tata Kota Daerah, ialsh Dinas Tats Kotz Daerzh Kotama
dya Daeyah TPingkat II Surabaya |

d. Dinas Pendzpatan Daerzh, ialah Dinas Pendapatan Daerah Keta

madya Deerah Tingkat IT Surakayz -

e, Retribusi Bideng Tata Kota Daerah, ialah pungutan yang dike
nakan secbagai imbalan jasa terhedep pilayanan bidang  tate

kota

f£. Survey Lokasi, ialch pvenelitian dilapangan dari iokasi yang
diminta untuk diteliti menaenai ketepatan letaknya. keadaan/
situasi tarah dan ketinggian serta veruntukar dan garis sem

padannya .

. Pengukuran danr pematokan, ialab penmukuran situasi dan pema

tokan tanzh sebacai penerapsn rencana dilapangar :

.. Pencukuran Kaveling, ialah pencukuran kaveling tanah dengan

ukur~n luas sampai dengan 200 m2

i. Pengqukuran Frofil Memaniang dan Melintang, ialah pengukuran
untuk rencana jalur listrik, gas, telepon, air minum, jalan

dan Jjembatan ;

j. Pengukuran Contur/Garis Ketinggian, ialah pengukuran untuk
situasi ketinggian tanah :

k. Perencannan Lokasi, ialah membunt rencana atas lokasi yang-
diminta termasuk rencanz ketingoizn, rencana saluran, sara

na dan praos=rananya @

1. Rencar~ Peruntukan Tanah. islsh vokerjaan membuzt pertim -
bangan tentong peruntukan tansh hordasarkan Master Plan Su

rabayr 2000 dan Detail Plan Loka=i.

RB 1T
KETENTULR PELD YA
Pasal 2

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyrrskat dalam Kotamadya
Daerah Tingkst IY Surahaya, khususnya vong akan melaksanckan -
pembangunan pisik Kepala Daerah darnat memberikan pelayanan di
bidang tsta kota berupa surat pertirbancan tentang rencand -

kota dan atau gambar hasil peneclitian lokasi -



(2) Jenis pelayanan bidang tata kots terschut pads ayat (1) pasal

(3)

1)

(2}

(1)

{2)

ini mweliputi pekevizan antara lain

a. Survey lokasi -
b. Pencukuran tannh, meliputi :
1. pongukuran situasi, penerapzn rencana kota dilapangan -
{pematokan)
2. penguktran kaveling ;
3. vengukuran vrofil memaniang dan melintang untuk jalur -
utiliteas ;

4. venqukuren contur =tau garis ketincgion ;

¢. Fercencanaan lokasi
d. Survey dan perencanzan jalur utilitas -

¢. Pelayanon membuat keterancan rencena peruntukan tanah

Pelayanan tersebut pada ayat (1) dan (2) p=sal ini diberikan-
atas permchonan masyarakat yang memiliki atau mencuasai suatu
lokasi tanah dalam Kotemadya Daerah Tingkat IT Surabaya, baik
perorangan atau badan hukum yang ingin mendapatkan pelayanan-

tata kota dan telah mewmermhi persyaratan yang berlaku,
Pasal 3

Pelakganaan pelavanan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerab
ini dilskukan coleh Dinas Tata Xota Daersh sesuai dengan Keten
tuan yana bexlaku :

Tata cara pomberian pelayanan bidang tate kota diatur iebih -
lanjut oleh Xepzls Deerzh.

EXB II1
FETFNTUIN RETRIRBIST

Pacal 4

Ites pemberian pelayanan bidang tata kotn, kepadz pemochon di

kenzkan retribusi berdasarkan jenis pelayanan yvang diberikan;

Besarnya retribusi tersebut pada ayazt (1) pasal ini ditetap-
kan sebagni berikut :

I. Untuk pelayanan survey lokasi :
a. Luas tanah o s/d 200 m2, scbes~r Rp, 5.000,- dihi
tung minimal 200 m2 :
b. Lebih dari 200 s/d 1000 m2, sebesar PRp. 8.000,- ;



c. Leblh dari 1000 s/d 2000 m2, scbesar Ro. 10.000,-

d. Lebih dari 2000 s/d 3000 m2, sebesar Rp. 15,000~

e. Lebih dari 3000 s/d 4000 m2, schesar Rp. 25,000,

f. Lebih dari 4000 s/d 5000 m2, sebesar Rp. 35,.0C0,-

g. Lebih dari 5000 s/d 6000 m2, sebesar Rp. 45.000,-

h. Lebih éari €000 s/d 7000 m2, sebesar Rp. 55.000,-

i. Lebik gdari 7000 s/d 8000 m2, sehesar FRp. 65.0060,-

j. Lebih dari 8000 s/d 2000 m2. sebtesar Rp. 75.000,~

k. Lebih dari 2000 s/d 10.000 m2, sehesar Rp. 85.000,-

1. Lebih dari 10,000 m2, setiap kelebihan samp=i dengan »
10G0 m2 dikenakar tambahan retribusi, sebesar Rp.5.000,~

II. Untuk pelayanan pengukuran tanah -
2, Pengukuran situasi den pematokan untuk tanah rata tanpa

repchonan, padanc rumput, sawah

1. Iuas tanah s/@ 200 m2, sebesar Rp. 5.000,-
2. Lebih dari 200 s/d 1000 m2, sebesar Rp. 8.000,-
Lebih dari 1000 s/@ 2000 m2,sebesar Rp. 15.000,~
Lebih dari 2000 s/d 3000 m2,sebesar Rp. 25.000,-
Lebih dori 3000 s/d 4000 n2, sebesar Rp, 35.000,-
. Lekih dari 4000 s/d 5000 m2, sebesar Rp. 45,00C.-
Lebhih dari 5000 s/d 600C m2, sebesar Rp. 50.000,-
. Lehih dari 6000 s/¢ 7000 m2,sebesar Fp. 60,000,-
Lobih dari 7000 s/& 8000 md,sebesar Pp. 65.C00,-
10. Lebkih dari 8000 s/d 9000 m2,sebesar Pn. 70,000,-
11, Lebih dari 2000 s/4 10,00C w2,sebesar Rp.75.000;-

x
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-

12, Teldih dari 10,000 m2, setiar kelebhihan sampei dengan
100C¢ m2 dikenakan tambahan retribusi, sebesar ......
Rp. 7.500,- :

b. Penculurar situasi dan pematokan tanah perkampuncan, pa
dat perduduk, banyak rumah, pepchonan
1. Luas tanah s/4 200 m2, sekbesar Rp. 7.500,~
2, Lebih dari 200 s/d 1000 m2, sebesar Ep. 10.000,-
1. Lebih dari 1000 s/d 2000 m2,sebesar Rp. 20.000.-
4, Lebih dari 2000 s/d 3000 m2,sebesar Pp. 35.000,-
5, Lebih darxi 3000 s/d 4000 m2,sebesar Rp. 50.000,-
6. Lebih dari 4000 s/d 5000 m2, sebesar Ro. 65.000,~
7. Lebih dari 5000 s/d 6000 m2.ssbesar Rp. 70.000,-
8. Lebih dari 6000 s/&.7000 m2,secbesar Pp. 80.000,-
G

. Lebih dari 7000 s/d 8000 m2, sebesar Rp. $0.000;-



C.
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16. Lebih dari 8000 s/d 9000 m2, sebesar Rp.l0C.00Q,-

11. Lebik dcri 9000 s/4 10,000 m2.sebesar Rp.l10.000,-

12, Tebih dari i0.000 m2, setiap kelebihan sampai dergan -~
1000 m2 dikenaken tambzhan retribusi, sehesar Rp.l10.000, ~

Pengukuran situasi dan pematokan tansh untuk tanah berdge -
lombang, perbukitan :
1. Luns tanah s/@ 200 m2, sebesFx Rp. 10.000,~
2, Lebih dari 20C s/d 1000 mZ. scbesar Pp, 15.000,-
3. Lebih dari 1000 s/@ 2000 m2; sebesar Rp., 25.000.-
4. Lebih dari 2009 s/d 3000 m2, scbesar Rp. 45.000,-
5. Lebih dari 3000 s/@ 4000 m2, schesar Rp. 65.000,-
€. Lebih dari 4000 s/d 500C m2, schesar  Rp. 75.000,-
7. Lebih dari 5000 s/d 6000 m2, scbesar  Rp. 80.000,-
8. Lebih dari 6000 s/d 7000 m2, sechesar Rp, 90,000,-
9. Lebih dari 7000 s/4 8000 m2, scbesar Rp.100,000,-
10. Lebih dari BO00 s/d 2000 m2, schesar Rp.l110,000,-
11, Lekih dari 9000 s/d 10,000 m2, sebesar Rn,.125,000,-
12. Lebih dari 10,000 m2, setiap kelebihan sampai dengan -
1000 m2 dikenakan tambahan retribugi, sebesar Rp.15.000,-
Penqukuran Xeveling untuk tanah rats tanpa pepohonan, pa -
dang rumput, szwah setiap kavelimr
1. Sampai dencnrn 1 kaveling, scbesar Rp. 10.000,-
2, lebih darl 1 s/4 5 kavelins, sekesnx Bp. 9,000,
3. Tebibh dari 5 s/& 1C kaveling, sebesar Rp. 8.000,-
4. Lebih dari 10 s/d 25 koveling, sebesar Rp. 7.5C0,-
5. Lebih dari 25 kaveling, untuk kelebihannya setiap kave-
ling dikenakan retribusi; sekesar Rp, 7.000,-
Penqukuran kaveling untuk tansh perkarpungan, padat pendu-
duk, harrak rurah, pepchonan setisr kaveling -
1. sampai dengan 1 kaveling, sohesar Fn», 12.500,-
2. Lebih dari 1 s/d 5 kaveling, schesar Fp. 11.000,-
3. Lebih d=2ri 5 s/4 10 kaveling. schesar Fp. 10.000,-
4. Lebih dari 10 s/d 25 kavelins, scbesar Fp. 92.000,-
E. Lebih dari 25 kaveling, untuk kelebihannya setiap kave -
ling dikenakan retribusi, scbesar Ep. 8.000,-
Pengqukuran Kaveling untuk tanah bergelombang dan perbukitan

setiap kaveling :



h.

1. Sampai dengan 1 kaveling, sebesar Rp. 15.000,-
2, Lebih dari 1 s/d 5 kaveling, sebesar Rp. 14.000, -
3. Lekih dari 5 s/d 10 kaveling, sebesar Rp. 13.000,-
4

. Lebhih dari 10 s/d 25 kaveling, sebessr Rp. 12.500,-

n

. Lebih dari 25 kaveling. setiap kelehihannya setiap kave
ling dikepakan retribusi. sebesar Rp., 12,000,~

Pengqukuran profil memaniang dan melintang untuk jalur utili

tas

1. Sampai dengan 2 m. sebesar Rp. 25.000,-
dihitung minimal 25 m panjang ;

2. Lebib dari 25 m s/d 50 m; sebesar Rp. 45.000,-

3. Lebih dari 50 m s/d 100 m, sebesar rp. 75.000,-

4. Lebih dari 100 m. setiap kelebihan sampai dengan 10 m di
kenakan tambahan, sebesar Rp. 5.000, -

Pengukuran Contur atau garis ketinggian .

1. Sampai dengan 1000 m2,sebesar Bp. 50.00C, .
dihitung minimal 1000 m2

2. Lebih dari 1000 m2 s/d 2000 m2, sehesar Rp. 75.000,-

3. Lekih dari 2000 m2 s/d 5000 m2. sebesar Rp.1060.000, -

4. Lebibh dari 5000 m2 s/4 10.000m2,sebesar FRp.150.000, -

5. Lebih dari 10,000 m2, setiap kelebihan sampai dengan  ~
1000 mZ dikenakan tembahan, sebesar Rp. 20.000,-

I1I. Untuk perencanaan lokasi dibedaken -

a.

Untuk tanah rata tanpa vepohonan, padang rumput, sawah :

1, Inmas tznah samrai dengan 200 m2. sebesar Rp. 5.000,-
. Lebih dari 200 m2 s/d 1000 m2, sebesar Rp. 15,000, ~
. Lebih dari 1000 m2 s/d 2000 mZ sebesar Rp. 35.000, -
Lekih dpri 2000 m2 s/d 5000 r2; sebesar Pp. 50.0G00,~
Lebih dari 5000 m2 s/4 10.000 n2, sebesar Rp.l1l00,0C0,-~

wa W B
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. Lebih dari 10,000 m2, setiap kelebihan sampai dencgan -
1000 m2 dikenaksn tambahan, sebesar Rp. 10.000,-

Untuk tanah perkampungan, padat penduduk, banyak rumah dan
pepchonan :

1. luas tanah sampai dengan 200 m2, sechesar Rp. 7.500,-
2. Lebih dari 200 m2 s/d 1000 m2, scbesar Rp. 20,000,-
3. Lebih dari 1000 m2 s/d 2000 mZ, sehesar Rp. 45,000,~
4. Lebih dari 2000 m2 s/d 5000 m2. scbesar Rp. 60,000,~
5. Lebih dari 3000 m2 s/d 10.000 m2, sebesar Rp.125.000.~
6. Lebih dari 10.000 m2, setiap kelebihan sampai dengan -

1000 m2 dikenakar tamhshan, sebesar Rp. 10,000, -



¢. Untuk tanah bergelombang dan perbukitan, adalah sebagai ber

ikut -

1. Luas tanah sampail dengan 200 m2, sebesar Rp. 10.000,-
2, Lebih dari 200 m2 s/d 100C m2, sebesar Rp. 25.000,-
3. Lekih dari 1000 m2 s/d 2000 m2, secbesar Rp. 60.000,-
4. Lebih dari 2000 m2 s/d 5000 m2, scbesar Bp. 75.000,-
5. Lebih dari 5000 m2 s/d 10.000 m2, sebesar Fp.150.000, -
6, Lebih dari 10,000 m2, setisp kelebihan sampai dengan -

1006 m2 dikenakan tombaban retribusi, sebesar Rp.15,000,~

IV. Untuk Survey dan perencenaan jalur utilitas

a. Survey perencanazr jalur utilitas listrik, telepon, gas dan
air mimum, sebesar Rp. 100,~ setiap meter panj=ng dengan pu
ncutan nminimom Rp, 30.000,~

b. Survey dan perencanaan jembatan dan terowongan, sebesar ...
Fp. 75,000,~ setiap Unit ;

¢. Survey dan perencanaan jalur jalan, saluran dan pengaman -~
vang bukan milik Negara dipungut retribusi, sebesar Rp.l00,-
setiap meter panjang dengan pungutan minimum Rp. 30.000,-.

V. Untuk pelayanan membuat Keterancan remcana peruntukan tanah :
a. Untuk Perumazhan :

1. Sampai dengan 1000 m2, sebesar Rp. 25.000,-
2. Lebih dari 1000 - 2000 m2, sebesar Rp. 35,000,-
3. Tebih dari 2000 ~ 3000 m2, sebesar Rp. 50.000,-
4, Lebih dari 3060 - 4000 m2, sebesar Rp. 75,000,-
5. Lebih dari <000 ~ 5000 m2, sebesar Rp. 80,000,-
6. Lebih dari S00C - 6000 m2, sebesar Rp. ©5.00C,-
7. Lebib dari 6000 - 7000 m2, sebesar Rp.110.00C. -

. Lebih dari 7000 ~ 8000 m2, sebesar Rp.125,000;-
9, Lebih dari 8000 - 2000 m2, sebesar Rp.135.600, -

10, Lebih dari 2000 - 10,000 m2, sebesar Rp.150,000,-
11. Lebkih dari 10.000 m2 setiap kelebihan sampai dengan -
1000 m2 ditambah retribusi, sebesar Rp. 10.000,-

b. Untuk usaha atau perdagangan :

1. Sampai dengan 1000 m2, sebesar Rp. 30.000,-
2. Lebhih dari 1000 - 2000 m2, sebesar Rp. 45.000,-
3. Lebih dari 2000 - 3000 m2, sebesar Rp. 60.000, -
4, Lebih dari 3000 ~ 4000 m2. sebesar Rp. 90,000,
5. Lebih dari 4000 - 5000 m2, schesar Rp.100.0Q0, ~
6. Iebih dari 5000 - 6000 m2, sebesar Rp. 110.000,-
7. Lebih deri 6000 - 7000 m2, sebesar Rp.125.600, -
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Lebih dari 7000 ~ 8000 m2, sebesar Rp. 135,000,
Lebih dari 8000 -~ 9C00 m2, schesar Rp. 150.000,-
Lebih dari 92000 - 10,000 m2, sebesar Rp. 165.000,-
Lebih dari 10,000 m2, setiap kelebihan sampat dengan
1000 m2 ditambah retribugi, sebesar Rp. 15.000, -

c. Untuk Industri :

1.

*
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Sampai dengan 1000 m2, eebesar Rp. 40,000,~
Lebih dari 1000 -~ 2000 m2, sebesar Rp. 60,000,~
Lebih dari 2000 - 3000 m2, sebesar Rp. 75.000,~
. Lebih dari 3000 - 4000 m2, sebeseor Rp. 110,000,-
Lebih dari 4000 — 5000 m2, sehesar Fp. 125.000,-
. Lebih daxi 5000 -~ 6000 m2, sebesar Rp. 135,000,-
Lebih dari €000 - 7000 m2, sebesar Rp. 145.000.~
Lebih dari 7000 ~ 8000 m2, sebesar Rp. 155,000,-

Lebibh dari 8000 -- 2000 m2, schaesar Bp. 170.000,~
Lebih dari 9000 - 10.000 m2, sebesar Rp. 185,000, ~
Lebih dari 10,000 m2, setiap kelebjihan sampai dengan
1000 m2 ditambah retribusi, sebesar Rp. 20,000~

d. Untuk Sosial :

1.
2.
3.
4,
5.

Sampai dengan 1000 m2, sebesar Rp. 15,000,-
Lebih dari 1000 -~ 2000 m2, sebesar Rp. 20,000,
Lebih dari 2000 -~ 3000 m2, sebesar Rp. 25.000,=-
Lebih dari 3000 - 4000 m2, sebesar Rp. 30.000,-
Lebih dari 4000 ~ 5000 m2, sebesar Rp. 35.000,~
Lebih dari 5000 - 6000 m2, sebesar Rp. 40.000.-
Lebih dari 6000 - 7000 m2, cebesar Rp. 45.000,~
Lebih dari 7000 - 8000 m2, sebesnr Rp. 350.000.-
Lebih dari 8000 - 2000 m2, sebesar Rp. 60.000,-
Lebih dari 9000 - 10.000 m2, sebasar Rp. 75.000,~

Lebih dari 10.000 m2, setiap kelebihan sampai dengan
1000 m2 ditambab retribusi, sebesar Rp. 5.000,- .

BRB IV
PEMBAYARMAN DAN PENBGIHEN
Pasal 5

(1) Pemohon atau wajib retribusi harus membayar jumlah retribusi se
bagaimana telah ditetapkan dalam pasal 4 Peratiran Daerah ini -
ke Xag Daexah ;



(2} Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pemba

{13}

(2)

(3)

yaran tidak dibayar ateau belum dilunasi oleh yang bersangkut
an, atag jumlah retribusi yang terhitung dikenakan tambahan-
pungutan scbesar 50 % (lima puluh prosen) .

BB v
KETENTUAN PIDRNGL
Pasal 6

Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat dian-
cam pidana kurungan selama lamrnya 6 {enam) bulan atau denda

setinggi tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Tindak pidana yang dimeksud pada ayat {l) pasal ini tindak-
pidana pelanggaran ;

Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi tam

bahan seguai dengan ketentuan perundang undangan yang berla-
ku.

BB VI
KETENTUAN PENYIDIKZN
Pasal 7

Selain olch Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pida-
na sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, dila
kukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan -

Pemerintah Daersh yang pengangkotannya ditetapkan sesuai dengan

Peraturan Ferundang undangan yang berlaku.

(1)

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaima-

na dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, berwenang

a, Menerimes laporan atan pengaduan dari seseoranyg tentang =

adanya tindak pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pads saat itu ditempat kejadi-

an dan melakukan pemeriksaan ;

¢. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;



{2)

e, Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersang
ka atag saksi ;

f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya de
ngan pemeriksaan perkara ;

g. Mengndakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjgk--
dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristi-
wa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya me
1lzlui Penyidik memberitalikan hal tersebut kepada Penuntut -
Umam, tersangka atau keluarganva s

h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertang-
gungiawabkan.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Zcara  se
tiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan tersangka :
b. Pemasukan rumah ;
c. Penyitaan benda :
d. Pemeriksaan surat

-

e. Femeriksaan saksi ;
f. Pemeriksaan ditempat kejadian d&an mengirimkan kepada Kejaksa
an Negeri melalul Penyidik Kepolisian Negara Republik Indone

sia.

BEAB VII
KETENTUON LAIN LATN
Pasal 9

Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Per
aturan Daersh ini berades dibawah koordinasi Dinas Pepdapatan -
Daerah, sesual denysn ketentuan yang berlalu.

tasal 10

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan
diatur lebih lanjut dergan Keputusan Kepala Daerzh sepanjang me
ngenai pelaksanaannya.
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BAB VIIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunyaz Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah inl dinyatakan dicabut dan
tidak berlalu lagi.

Pasal 12

(1) Peraturan Dacrah ini swlai berlaku pada tanggel diundangkan.

{(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan-
Peraturan Dagrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dae
rah Xotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 2 Nopember 1988

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERLH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
-KQTAM&DYA DAERAH YTINGKAT II SURABAYA TINGKAT IT SURABAYA
Ketua
ttd ttd
SOENJOTO, BA dr. H. POERNOMO KASIDI

Disakkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti
gy tancgal 5 Juni 1989 Nomor 173/P tahun 1983,
A.n. GUBERNUE KEPALA DRAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sckretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttad

Drs, SOEDJITO
Nip. 0100164€7

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Xotamadya Daerah Tingkat II Sura
baya tahun 1989 Seri B pada tanggal 27 Juni 1989 Nomor 4/B.

3.0 WALIKOTAMADYSA KEPALAR DAERAH
TINGKAT II SURRBAYR
Sekretaris Kotamadya/Daerah

Salinan axlinya tta
Sekretaris Kotamadya rah
{ Tingkat ; Surabaya Drs. SOENARJO

b Nip. 510040479,

MOCH. INSJPARIGNO, SH
Nip. 510032779,
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PENJELASLEN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAEFAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 1988
TENTANG
PELAYANAN BIDANG TATA KOTD

I. PERJELASEN UMUM :

Peraturan Dasrah ini mencgatur tentang pelayvenan bidang tata kota
di dalam Daerah Xotamadya Daerah Tingkat II Suralbaya.
Dengan semakin meningkatnyz jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan -
pembancunan fisik di dalam Daerah Kotamadys Daerah Tingkat II Surabayasr
maka diperlukan adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalizn yang terus
menerus dari Pemerintah Dagrah khususnya dibidang perencanaan kota agar
dapat diwujudkan adanya kota yang tertib, teratur, terarah dan indah.

Untuk mewujudkan perensanaan kotz yang sesuzai dengan kebutuban -
perkembangan kota sudah barang tentu diperlukan adanya pembeayaan yang
jumlahnya cukup besar dan tidak mungkin secarz terus menerus menjadi be
ban Pemerintah Daerah.

Untuk meringankan beban anggaran Pemerintah Paerah dan meningkat
kan pelayanan kepada masyarakat dibidang perencanaan kota, maka kepada-
warga kota yvang membutuhkan pelayanan dibidang perencanaan kota/tata ko
ta dikenakan puncutan retribusi bidang tata kota yang diatur dalam Per
aturan Daerah.

IY. PENJEIASAN PLSAY, DEMI PaSLL @

Pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat (1): cukup jelas ;

Pasal 2 ayat (2) huruf a ¢ Survey lokasi dikenakan untuk pe
layanan penelitian tanah, kecuali
jalur utilitas (jaringan listrik,
telepon dan air minum) serta ja-
lan, jembatan, saluran dan lain-
lain yang dihitung per meter pan
jang.

Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1 : Penqukuran situasi dan pematokan
teanah dikenakan antara lain untuk
pelayanan syarat zoning dan real

agtate.



angka 2

Pasal 2 ayat (2) huruf c

huruf 4

huruf e

Pasal 3 dan ¢
Pasal 5 ayat (1)
ayat (2}

Fesal & ayvat {1} dan (2)
zvat (3)

Tasal 7 sampai dengan pasal 12

: Untuk pengukuran kaveling yang luasnya
lebih dari 20C m2 dipungut tambshan re
tribusi sebesar 10 % getiap bertambah-
100 m2.

Retribusi ini dikenakan untuk pelayan-
an pertimbangan pengurusan hak atas ta
nah dan Ijin Yendirikan Bangunan,

Cukup ielas

Pengukuran cortur tau garis ketinggian
dikenakan atas dasar lucs tanzh antara
lain untuk zoning dan real estate,
Perencanarn lokasi diken~kan antara lo-
in untuk real estate, syarat zoning dan
pelayanan pada lokasi yang belum ads pe

rencanaahnya,

- cukup jelas

:+ Ketorangan rancana peruntukan tanah da-

pat diperqunnakan sehagai kelenckapan -~
pertirbhang~n untuk rerperoleh Surat Fer
setujuan Wnlikotemadya (8TV), Surat Ijin
Usaha Ferdnagancan (&IUr), Hinder Ordonan
tie (RO} dar advis planning l-:innya,

: cukup jelas

cukup jelas -

* Yang ¢imaksud dencan jatuh terpo yeitu -

setelah 30 (tie= puluh) hari sejak perme
honan diproses.

Cukup jel=s :

: Yang dimaksud dengan snonksi tarbahan io-

1lzh sanksi yeng dikenakar sesuni dencan

ketentuan dalam Kiteh Undang undang Hu-

kur Pidana Bab IT rFesal 19 huruf b, yai-
tu

- Fengumum~an Putusan Hzkim ;

~ Ferampasan brrang barang tertentu ;

~— Pencabutan hak hak tertentu.

: cukup jelas.




